BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pembangunan perdesan memegang peranan penting karena merupakan
komponen yang sangat diperlukan dan memang bersinergi dengan pembangunan
dacrah dan nasional. Hal ini terlihat dari banyaknya rencana pembangunan yang
disusun oleh pemerintah untuk pembangunan pedesan. Hampir semua instansi,
terutama pemerintah daerahy” menyesuaikan, rencana kerjanya sesuai dengan
pembangunan pedesansTentunya berdasarkan pemahaman bahwa desa merupakan
unit geografis terpenting yang menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk. Desa
berada pada posisi paling bawah dalam struktur pemerintahan,\tetapi berada di garis
depan dan’pusat masyarakat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa setiap rencana
pembangunan pemerintah, apapun bentuknya, selalu kurang maju.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan
pedesan, seperti” keberadan desa-desa terpencil atau keierisolasian pusat-pusat
pembangunan. (excellent. center). Infrastruktur sosial ekedomi masih kurang, dan
distribusi tenaga kerja produktif yang tidak merata, meliputi tingkat produktivitas,
pendapatan masyarakat, dan pendapatan masyarakat. Latar belakang pendidikan masih
tergolong rendah. Semua ini pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan penduduk.
Fakta ini memaksa pemerintah untuk melaksanakan reneana dan proyek pembangunan
secara lebih intensif dalam proses pelaksanaannya. Namun, rencana atau proyek
pembangunan pedesan mungkin tidak berjalan dengan baik, karena sebagian besar
direncanakan di luar desa (Korten, 1988).

Pemimpin dan pemimpin pemerintahan Jika kondisi ini dipertahankan,
masyarakat tidak akan pernah menunjukkan kemampuannya untuk mengelola
pembangunan desa. Apapun bentuk pembangunannya, pada dasarnya selalu dimaknai
sebagai memasukkan unsur proses dan perubahan yang diharapkan untuk memajukan
keilmuan. Karena ini harus mengubah masyarakat, tidak perlu dikatakan bahwa
masyarakat memiliki kegiatan pembangunan. Dan apa yang benar-benar diinginkan

gereja (Conyers, 1991). Masyarakat siap menerima dan menerima perubahan. Untuk
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itu, partisipasi mereka harus mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi
hingga penggunaan, sehingga proses pembangunan yang sedang berjalan dapat
meningkatkan daripada meningkatkan kapasitas masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan desa merupakan proses memadukan upaya
masyarakat desa dan pemerintah, Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi
sosial, ckonomi dan budaya masyarakat, Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan
desa, setidaknya ada dua partisipan yang memainkan peran dasar egaliter, yaitu negara
dan masyarakat (Korten, 1988).

Menurut definisi berbagai ahli, pembangunan pedesan adalah upaya serius yang
dilakukan oleh pemerintah untuk® meningkdtkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat desa. Tidak ada alasan' yang sah untuk, menjadikan kebahagiaan dan
kemandirian desa sebagai produk politik semata, yang berujung pada stagnasi dan
kemerosotan ttujuan kesejahteraan masyarakat desa.

Tidak dapat disangkal bahwa semangat untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat desandalam UU Desa tidak dapat dipungkiri,.sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 UU Pembangunan Desa No. 6 _Tahun 2014: a) Mengakui dan
menghormati desa yang ada dan keanekaragamannya sebelum dan sesudah
memastikan | Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Memperjelas
kedudukan dan jaminan hukum desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia untukimembayar upeti kepada seluruh rakyat Indonesia; c) Melindungi dan
memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat suku; d ) Mempromosikan prakarsa,
Gerakan dan partisipasi.masyarakat desa untuk mengembangkan keterampilan dan
asct desa untuk kemakmuran bersama; ¢) Terwujudnya pemerintahan rakyat yang
profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab; f) Meningkatkan
pelayanan publik bagi penduduk masyarakat pedesan dan mempercepat terwujudnya
kepentingan bersama; g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa
untuk mewujudkan masyarakat desa yang dapat memelihara kohesi sosial sebagai
bagian dari ketahanan nasional; h) Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesan
dan mengisi kesenjangan pembangunan nasional; i) Memperkuat masyarakat pedesan
sebagai masalah pembangunan.

Munculnya gerakan urbanisasi yang terkait dengan kebahagiaan masyarakat

kelurahan adalah contoh yang paling menarik. Desa tidak dapat menjamin kehidupan
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dan kesejahteraan sebagian besar warga masyarakat desa. Oleh karena itu, wajar jika
kebanyakan orang yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan masa depan harus
meremehkan desa dan menganggapnya terbelakang.

Pembangunan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk
mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Jumlah dana desa semakin
meningkat setiap tahunnya, termasuk bagi masyarakat adat untuk mengakui hak-
hak masyarakat adat. Kelembagaan pedesan juga perlu dikembangkan untuk
meningkatkan keterbukaan rumah tangga.

Sebagai komitmen pemerintah-untuk pembangunan pedesan, anggaran desa
telah ditingkatkan lebih lanjut.Jika danaydesa hanya Rp 20,76 triliun pada 2015,
naik menjadi Rp 46,98 triliun-dan Rp 60 trilinn pada 2016 dan 2017.Diharapkan
dengan meningkatnya « penyaluran dana di desa. ‘dapat digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang
desa.

Peneliti iniyberusaha mencari jawaban, terutama pertanyaan apakah negara
berperan baik dalam /pembangunan, khususaya bagi manusia. Penyidik akan
ditempatkan di Sckaran. itu bagus. Hal ini dapat ditunjukkan.dengan integritas fasilitas
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan penyediaan airvminum. Ada juga gedung
serbaguna di desa Sckaran untuk mengadakan acara olahraga dan festival. Pada saat
yang sama, pembangunan non fisik yang aktif juga baik./Posiandu, Pkk, adaanya
pengobatan gratis; keberadan budaya Reogyidentitas lokal tetap terjaga yaitu gotong
royong warga.

Berdasarkaan penjelasan di atas, maka peneliti mengambil judul “Peran
Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah di Desa Sekaran Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Desa Sekaran Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo)”

Rumusan Masalah
Berdasarkaan latar belakang masalah yang teleh di paparkan sebelumnya,

maka rumusan masalah dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:



L.

2.

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Peembangunan Desa di Desaa
Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Desa Sekaran
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam

Pembangunan di Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkaan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakanya Penelitian ini

adalah sebagai berikut :

L.

Untuk mendeskripsikan PeranPemfierifitah Daerah dalam Peembangunan Desa di
Desaa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Desa
Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan” pecnghambat Peran Pemerintah
Daerah/ dalam_Peembangunan Desa di Desaa Sckaran. Kccamatan Siman

Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

a)

b)

Bagi Fakultas:

Sebagai tambahan koleksi ilmiah yang diharapkan bermanfaat untuk referensi
maupun Penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa.
Bagi Peneliti.!

Sebagai media latih untuk menguji konsep-konsep teoritik yang telah dikuasai
terhadap permasalahan_factual di lapangan dan-wntuk menambah pengetahuan
tentang Pemerintah Desa, Pengalaman di lapangan, sertasebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Starta 1 Jurusan [lmu Pemerintahan Universits
Muhammadiyah ponorogo.

Bagi Perangkat Desa :
Dapat menjadiii salah satu masukan dalam usaha peningkatan pelayanan dan

upaya mewujudkan kemajuan Pembangunan di Desa.



E. Penegasan Istilah
Untuk memudahkan memahami yang terdapat dalam Penelitian ini, maka akan
penulis sajikan penegasan istilah sebagai berikut :

a. Peran
Peran adalah Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkependudukan di Masyarakat ( Kamus Besar Bahasa Indnesia )

b. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola Wilayaah
tingkat Desa (Permen No. 72, 2015).

c. Pelaksanan
Pelaksanan adalah.stbagaiproses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal
dari kebijakan’ goua mencapai snatu tujuan malka kebijakan itu diturunkan dalam
suatu program proyek (Rahardjo A., 2011).

d. Pembagunan Desa
Pembanguhan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-bersarnya kesejahteraan masarakat Desa (UUD No.6, 2014).

F. Landasan Teori

1. Pembangunan Desa

Dalam Pasal 78 ayat 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014, pembangunan desa
bertujuan untuk meningkatkan 'kesejahteraan inasyarakat desa dan kualitas hidup
masyarakat, serta mengucangi kemiskinan melalui-perjumpaan. Kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana pedesan, pengembangan potensi ekonomi lokal,
dan pemanfaatan sumber daya alam dan prasarana lingkungan secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya pembangunan pedesan menitikberatkan pada persatuan,
kekeluargaan, dan gotong royong untuk mencapai keterpaduan perdamaian dan
keadilan sosial. Desa mcrumuskan rencana pembangunan terkait dengan rencana
pembangunan wilayah dan kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan
melalui mysyawarah perencanaan pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat
desa. Konsultan perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas pendapatan dan
pengeluaran, rencana, kegiatan dan kebutuhan swadaya masyarakat desa dan/atau

rayon/kota berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa.



Menurut Sjafrizal (2016:15), perencanaan pembangunan daerah sebagian
besar bersifat interdisipliner, karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografis,
ckonomi, sosial, budaya, politik, nasional, dan alam. Olch karena itu, penyusunan
rencana pembangunan daerah memerlukan tim perencana yang berpengalaman dalam
disiplin ilmu ferkait seperti perencanaan, teknik, ekonomi, pertanian, hukum,
administrasi, dan sosial budaya. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa
dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dengan menggunakan Kearifan
lokal dan alam desa. Pelaksanaan rencana yang diterima dari desa dilaporkan kepada
pemerintah desa dan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa. Masyarakat
perdesan berhak memperoleh infermasi danmiengontrol perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan perdesan’

Pembangunan kawasan peDesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningKaatkan~ kualitas  pelayannan, Pembangunan, dan pemberdayaan
Masyarakat Desa.di kawasan peDesaan. Pembangunan kawasan peDesaan meliputi:

a. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayaah Desa dalam rangka penetapan
kawasan Pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/kota

b. | Pelayannan  'yang dilakikan untuk meningkaatkan kesejahteraan
Masyarakat perDesaan

c. Pembangunan -infrastruktur, peningkatan ekonomi perDesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna, dan

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkaatkan akses terhadap
pelayannan.dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok Pembangunan perDesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah Pembangunan disetiap Desa mengacu
kepada pencapaian sasaran Pembangunan Berdasarkaan Trilogi
Pembangunan. Ketiga unsure Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:

a) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasil

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

¢) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk
Desa dan kota, disetiap Wilayaah secara saling terkait, serta

dikembangkan secara selaras dan terpadu.



Pembangunan Desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Pembangunan
yang berkelanjutan,
Meningkaatkan efisiensi Masyarakat melalui kebijakan deregulasi,

debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal

79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

L.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya., dengan mengacu pada perencanaan

Pembangunan Kabtipaten/Kota

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun

secara’berjangka meliputi:

a) ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desauntuk jangka waktu 6
(enam) tahun

b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau-vang disebut Rencana
Kerja  Pemerintah | Desa,  mcrupakan peamjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun

Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah Desa dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

Peraturan-Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen

perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal

Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada

Desa.



7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan Pembangunan

Kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

L.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa.

Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan

musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Pereficafiaan Pénibangunan Desa menetapkan prioritas,

program, kegiatan;-dan kebutuhan Pembaagunan Desa yang didanai oleh

Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa,

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerabhKabupaten/kota.

Prioritas, program, Kegiatan, ‘dan kebutuhan Pembangunan Desa

sebagaimana-dimaksud pada ayat (3) dirumuskan Berdasarkaan penilaian

terhadap kebutuhan Masyarakat Desa yang meliputi:

a) Pcaingkatan kualitas dan akses terhadap pelayannan dasar;

b) Pcmbangunan dan’ pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
Berdasarkaan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,

c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonemi; dan

¢) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman Masyarakat Desa
Berdasarkaan kebutuhan Masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1.

2.

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.



4.
3.

Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

L.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan
pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melapotkdihasil pemantauan dan berbagai keluhan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badaan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib-menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Masyarakat Desa melalui
layanan informasi képada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah
Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Masyarakat - Desa  betpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa,

termasuk masyarakat desa dafr~unsur—kelembagaan (Wijaya David 2018: 48).

Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses menentukan masalah dan potensi

masyarakat, memilih dan menentukan alternatif pemecahan masalah.Partisipasi

masyarakat desa bertujuan agar desa dapat melakukan aksi bersama seperti

pemerintahan desa, kesatuan pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa, dan

departemen manajemen ekonomi dan lingkungan. Pada tahun 2014, tentang desa

dalam Pasal 127, peran serta masyarakat desa dapat dilakukan melalui:

a) Mendorong partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan

Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.



b)

Mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber

daya alam yang ada di Desa.

c¢) Menyusun perencanaan Pembangunan Desasesuai dengan prioritas,
potensi dan nilai kearifan local

d) Mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa
yang dilakukan melalui musyawarah Desa

€) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia Masyarakat Desa,

f) Melakukan pengawdsan dan pethantauan penyelenggaraan Pemerintah
Desa dan pémbanguna Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh
Masyarakat Desa.

3.Akuntabilitas Dana

Desa Ihyaul Ulum (2014: 41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas adalah :

a)

b)

Alamtabilitas’  Keuangan . “Akuntabilitas  kcéuangan  merupakan
pertanggungjawaban mengenai (1) integritas keuangan, (2) pengungkapan,
dan (3) ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Sasaran
perianggungjawaban ini adalah laporan kcuangan yang disajikan dan
Peraturan perundangundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan,
pengeluaran dan pembiayaan, oleh instansi Pemerintah. Dengan
dilaksanakan ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu
informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 telah menyatakan mengenai
penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkaan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian
kinerja Berdasarkaan tolak ukur renstra. Tujuan Peraturan
perundangundangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk
memperbaiki Sense of accountability di jajaran Pemerintah pusat dan
Pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja metupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
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maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuantyjuan  dan  sasaran tertentu yang berkaitan  dengan
pertanggungjawaban atas pemberian mandat atau amanah kepada
seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan
untuk mencapai misinya

Menurut Mustof dan Sumpeno (Chrystiana, 2017), akuntabilitas adalah suatu
bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam
mencapai tujuan atau sasaran yang digunakan pada periode sebelumnya dan
dilaksanakan secara berkala. Sikap tethadap isu-isu pembangunan dan pengelolaan
desa.

Sistem akuntabilitas swaber daya pedesan“yang diatur dalam Keputusan
Menteri Dalam Negers, Nomor 113 Tahun 2014 meliputi: (1) perencanaan, (2)
pelaksanaan, (3) pengelolaan, dan (4) pelaporan. Tanggung jawab pengelola keuangan
desa dimasukkan dalam anggaran peandapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran
pendapatan dan belanja desa merupakan tanggung jawab perangkat desa, masyarakat
desa, dan pemetintah untuk mengelola dana desa dan niengimplementasikannya dalam
bentuk rencana yang . didanai desa untuk mcmberikan informasi tentang semua

kegiatan dan kegiatan di desa:

a) Perencanaan
» Sckretaris Desamenyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang, Anggaran Pendapatan: dan Belanja Desa (APBDes) kepada
Kepala Desa yang keémudian disepakati bersama Badaan
Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan.
e Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa  (APBDes) yang telah  disepakati  disampaikan kepada
Bupati/Walikota untuk di evaluasi, ditidaklanjuti dan ditetapkan sebagai

Peraturan Desa
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b) Pelaksanaan

Semuaa penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Desa yang didukung
oleh kelengkapan bukti yang sah.

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai pencrimaan Desa
selain yang ditetapkan didalam Peraturan Desa.

Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas Desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
Pengeluaran Desa tidaketezmasuk untuk balanja pegawai yang bersifat
mengikat dan op€rasional perkantotan yang ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Désa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebily dahvlu harus dibuat rencana
anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajilkan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang
diverifikasi oleh sekretaris Desa dau disahkan oleh Kepala Desa.
Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan ‘atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan - buku  pembantu . kas / kegiatan  sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.

Berdasarkaan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan
surat permintaan-—peinbayatan—yang terdiri atas surat permintaan
pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti
transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas

pembayaran yang telah dilakukan.

¢) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa.
Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib,

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
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e Bendahara mempertanggungjawabkan wuang melalui laporan
pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

o Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes
kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester
akhir tahun,

e Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
berjalan.

e Laporan semester akhit disampaikan paling lambat akhir bulan Januari
tahun berikutnya.

e) Pertanggungjawaban

¢ Kepala Desa menyampatkan laporan /realisasi dan laporan
peitaggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupatai/Walikota setiap
akhir tahun anggaran.

o | Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, dan disampaikan
kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

o Laporan pertanggungjawaban —realisasi / pelaksanaan APBDes
disampaikafi™paling.lambat_l.-bulafn™setelah akhir tahun anggaran
berkenaan,

Bagian kelima Pasal 38 mengatur tentang pertanggungjawaban keuangan desa,
yaitu selain melaporkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepala
desa juga melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa. Melaksanakan anggaran
pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang
ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan ini merupakan bagian dari laporan
pemerintah desa kepada bupati/walikota yang diangkat oleh Kamat setiap akhir tahun
anggaran. Sectiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan
pelaksanaan anggaran desa dalam hal pemasukan dan pengeluaran kepada

bupati/walikota. Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran
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pendapatan dan belanja desa, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan,

ditetapkan dengan peraturan desa dan kesepakatan masyarakat.

4.Peran Perangkat Desa

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan

umum dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem nasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia. ... Administrasi pedesan. Kepala desa adalah

penanggung jawab pengelolaan keuangan desa, dan wakil pemerintah desa berhak

memberikan kuasa atas kepemilikan kekayaan pribadi desa. Sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
e)

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes

Menctapkan Pelaksana Teknis Pengclolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Mené€tapkan petugas yang melakukan pemungutanipenerimaan Desa
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditctapkan dalam APBDes dan
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDes.

Kepala Desa dalam pengelolaan kenangan Desa dibanin oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :

a)
b)

c)

Sekretaris Desa
Kepala Seksi
Bendahara Sekretaris

Sekertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

a)
b)

c)

d)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes

Menyusun rencana Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes
dan pertanggungjawaban pelaksnaan APBDes

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDes

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti pencrimaan dan pengeluaran
APBDes
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Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya
dengan tugas sebagai berikut :
a) Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadiii tanggungjawabnya
b) Melaksanakan kegiatan dab/atau bersama lembaga keMasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan didalam APBDes
¢) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan
d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
e) Melaporkan perkembangan.pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
f) Menyiapkan dokurien’ anggaran “atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan
Bendahara”di jabat' oleh staf pada wrusan keuangan, mempunyai tugas
menerima,  menyimpan, ~-menyetorkan/membayar, « ménatausahakan  dan
mempertanggung,. jawabkan pencrimaan /pendapatan [Desa » dan pengeluaran
pendapatan Desay dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan
APBDes.

. Defisini Operasional
a) Peran Pemerintah
Peran Pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti
fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jemis kebijaksanaan, fungsi
pelayannan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum
dan keamanan.
b) Pembangunan
Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh
Pemerintah yang perununtukan bagi Masyarakat untuk menunjang pencapaian
kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya

dengan cara meningkaatkan Pembangunan.
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H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan analisisnya bersifat deskriptif. Penelitian
deskriptif biasanya bertujuan untuk menggambarkan secara cepat dan sistematis fakta
dan karakteristik objek penelitian dan disiplin ilmu. Mengumpulkan data berupa kata-
kata dan gambar daripada angka. Dalam penelitian deskriptif, kesimpulan selalu jelas
dan benar. Berdasarkan tema dan tema penelitian, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran dan kerangka kondisi berdasarkan peristiwa yang telah terjadi.
(Lexy J Moleong, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis data induktif, antara lain:
proses induktif dapat menemukanlebih banyakfakta dalam data, sehingga peneliti dan
profesional dapat dengdn‘jelas; mengidentifikasi danwmnenjelaskan; analisis induktif
dapat menemukan ‘lebih banyak cara untuk meningkatkan sikap timbal balik.
Penelitian kualitatif adalah suatu jenis perilaku, yang -bertujuan untuk memahami
secara komprehensif perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan fenomena lain yang
dialami oleh objek penelitian, serta memahaminya melalui deskripsi kata dan bentuk
bahasa. K cadaan khusus, metode alami dan alami (Lexy J Molcong, 2010).

Dalam peaelitian ini, peneliti mencoba memahamickompleksitas fenomena
yang diteliti untuk-mengumpulkan data yang diperlukan, keinudian menganalisisnya,
menggambarkannya dengan kata-kata, dan mendiskusikan/ scgala sesuatu yang

berkaitan dengan subjek.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan deskriptif.
Menurut A. Shelegel yang bijak, metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk
menangkap dan menyampaikan fakta dalam bentuk yang jelas dan lengkap. Penelitian
deskriptif harus lengkap, dan jangan terlalu banyak menguraikan apa yang penting dan
apa yang tidak (Sugiono, 2015).

penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan variabel bebas, yaitu
tidak dihubungkan atau dibandingkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif
bertujuan untuk secara cermat mengukur fenomena sosial tertentu. Peneliti
mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta di sini, tetapi tidak menguji

hipotesis (Sugiono, 2015).
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Dengan bantuan model penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan
menetjemahkan kejadian nyata di lapangan. Model deskriptif eksploratif ini dirancang
untuk membuat gambaran situasi atau peristiwa, sehingga metode ini hanya digunakan
untuk mengumpulkan data dasar (Nazir, 1988). Metode yang digunakan adalah studi
kasus. Dalam hal ini, studi kasus harus menggambarkan peran pemerintah desa dalam

membangun desa di Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

b) Tempat Dan Waktu Penelitian
Penclitian dilakukan di Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Adapun waktu Penelitian ini dilaksanakad'pada tanggal 25 April sampai 03 Mei 2021,

¢) Sumber Data
Sumber/data. dalam Penelitian adalah subjek dari data yang tersedia. Sumber
data dalamPenelitian merupakan faktor yang sangat penting, Karenaa sumber data akan
menyangkut kualitas hasil Penelitian. Oleh Karenaa itu, peitimbangkan sumber data
saat menentukan metode pengumpulan data. Sumber data Penelitian ini adalah:
a. Sumber-data primer
Data asli merupakan data langsung dari subjck Penclitian, dalam hal ini
peneliti menggunakan data langsung atauu informasi’ dengan menggunakan
alat yang telah ditentukan. Sumber data utama untuk Penelitian ini adalah
Masyarakat dan Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
b. Sumber data'sekunder
Data sekunder ialah"data“atauu informasi yang diperuntuk secara tidak
langsung dari obyek Penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas, struktur
organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain
menjadiiinya yang berkaitan dengan Penelitian ini. sumber data sekunder
diperuntuk dengan Penelitian secara tidak langsung, melalui Perantara atauu
diperuntuk dan dicatat dari pihak lain. Peneliti mengambil data sekunder dari
berbagai buku referensi, dokumentasi Penelitian, observasi, serta wawancara

dengan pihak - pihak yang berkompeten pada Penelitian ini
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d) Teknik Pengumpulan Data
Agar data menjadiii efektif dalam Penelitian, diperlukan beberapa teknik
pengumpulan data yang tepat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut;
a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan tentang topik tertentu, proses tanya
jawab verbal antara dua orang atau lebih. Dalam metode wawancara, peneliti
menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan
wawancara tidak terstruktur, Wawancara terstruktur digunakan karena
informasi yang dipeglukafi untuk investigasi dilindungi oleh ID wawancara
tertulis yang befisi'pertanyaan dari pelapot..

Dalam praktiknya, wawancara tidald terstruktur lebih independen
daripada wawancara terstruktur, karena wawancara dilakukan secara alami
dan’ bertujian untuk menggali ide dan gagasan pemberi) informasi secara
terbuka, daripada menggunakan teknik wawancara.

Dcngan @ mengpunakan metode  wawanecara metodologis dan
metodologis, data dari “peran pemertitah dacrah dalam pembangunan Desa
Sckaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponotogsky (misalnya, Desa
Sekaran, Kecamatan - Siman  Ponorogoi, Kabupaten Ponorogoi, Desa
Sekaran)” dikvmpulkan. Peneliti mewawancarai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah kabupaten.dammasyarakat desa Sckaran.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Digunakan untuk memantau status masalah. Organisasi surveilans
secara sengaja dan sistematis menyelidiki fenomena sosial melalui
pengamatan atau pencatatan (Kartini, 1982).

Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung di lokasi penelitian
yaitu Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, agar dapat
memahami dengan jelas peran pemerintah daerah dalam pencapaian

pembangunan Desa Sekaran.
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¢) Analisis Data

Analisis data adalah pencarian dan penyusunan data hasil secara
sistematis, sechingga mudah dipahami dan dapat dibagikan kepada pihak lain.
Analisis data digunakan dengan cara mengorganisasikan data, mendeskripsikan
data dalam satuan-satuan, mensintesis data, mengorganisasikan data ke dalam
template, memilih data mana yang penting dan mempelajari data mana, kemudian
menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data kualitatif, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah permtdladn atauwpfescs pengolahan data, di mulai dari
pemerikSaan terhadap jawaban inferman, melaluai hasil observasi,
meneliti, dokumen yang diperoleh kemudian mengolongkan data —
data tersebut menurut kelompok variabelnya.

b. Laigkah lanjutan atau proses penafsiran di mulai dari pemberian kode
atan klarifikasi data dan pencatatan terhadap hasil klarifikasi data
Berdasarkaan kelompok variabel, untuk selainjutnya di tafsirkan dan
disimpulkan.

Teknis analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalak teknik analisis
kualitatif yaitu prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata
— kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisa ini adalah dengan
menggunakan, analisis. interaktif’ (inferakiif model of analeze ) yang menurut
milles dan hubberman adalah selama proses pengumpulan data Penelitian harus
siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data
selanjutnya bergerak bolak — balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan

penarikan kesimpulan vertifikasi.
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Bagan 1
Teknik Interaktit Anlisa Data

P (PenguMHUIATN)  c——
Penarikan
=\ Kcsimpulan

(Miles & Huberman dalam Rohimadi & Nasucha, 20135)

Keterangan Gambar ;

a. Pengumpulan™ Data, | merupakan | teknik atau ecara ‘yang dilakukan untuk
mengumpulkan data

b. Penyajian Data, sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adaanya kesimpulan dan pengamatan tindakai.

c. Reduksi Data,", sebagai proses pemilthan, pemutusan perhatathan pada
penyederhanaan, pengabtraksian dan transformasi data * kasar * yang muncul dari
catatan — catatan tertulis di lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan, merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan,
pola—pola dan penjelasan, kongfigurasi — kongfigurasi yang sedang atau mungkin

tetjadi untuk di tafsirkan atau disimpulkan.
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